IAN PEMBERIAN 17N
JEDOMAN BELAJAR, 1
FANGKAT PENVESUAIAN 1Az KENK?I?:NBE@JAR,'UJ[AN ESUATAN
I;I:éfxll){ DAN PENGGUNAAN GELAR AKiIEAEKqII)ENYESUAIAN
EGAWAINEGER] s1pry, LINGKUNGAN
BUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

fenimbang  : a. bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hak, tetapi

sebaggi ppn_ghargaan atas prestasi kerja dalam rangka pembinaan Pegawai
Neg&'er} Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan
menitikberatkan pada sistem prestasi kerja;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil untuk dapat meningkatkan prestasi kerjanya
memerlukan kompetensi tertentu yang tidak hanya didasarkan pada ijazah
yang diperolehnya, tetapi juga memerlukan pengalaman yang cukup, oleh
karena itu pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu dilakukan
secara selektif dengan persyaratan masa kerja dan pangkat tertentu di
samping persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendulfur.lg' S.€'[i2.1p upaya
peningkatan sumber daya manusia bagi Pegawai Negeri Sipil di L}ngkl}ngan
Pemerintah Kabupaten Sukuharjo melalui peningkatan kompetensi di bidang
pendidikan formal;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
d.  bahwa berdasarkan Pa:ﬁl lpirrlél;igskatan, Pemindahan dan Pemberhentian
2003 te.ntang V_Vegye?l (fjgisebutkall bahwa pejabat Pembina Kepegawaian
Pegawai Neger! II?[- ,maka Bupati Sukoharjo berwenang mengatur urusan
AN ad'alah I?.u;ia le;nya [zin Belajar, Tugas Belajar, [{]mn ‘Kenalkan
kepegawaian diantar [iazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Igazah dan
Pangkat Pen}(’;sr ?azkgfdemii( bagi Pegawai Negerl Sipil di Lingkungan
Penggunaan Gela

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

asal 18 ayat (1) dan Pasal 18

an ketentuan Pasal |

e. bahwa dalam rangka pel:i;;?:; Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan
ayat (2) Peraturan Pem Sipil perlu mengatur sz_n Belajar, Tugas Belaj.ar,
Pangkat Pegawai NegerIP : e,suaian Jjazah, Kepalkan Pal}gkat Pe.nye.sgalax}
Ujian Kenaikan pangkat Peny kademik bagi Pegawai Negeri Sipil di

lar A .
[jazah dan Penggunaan 0 paten Sukoharjo;

Pemerintah Kabu

T - —lecccaran
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f bahwa berdasarkap be

dengan huruf ¢
il €, perly ebagaj :
Pemberian Izin Belajar Menetapkan I)galmana dimaksud huruf a sampai

k : , T an - Peratyy .

ljazabh, .Kenalkan Pangklzlift%as Belajar, Ujiant1u ;?: (P tefiang Pelama

Akadem}k bagi Pegawai Ne P?ny.esuaian IjaZa?alkan Pangkat Penyesuaian

Sukoharjo; geri Sipi] g Lingkun]gagag Penggunaan Gelar
emerintah Kabupaten

I'timbangan S

.1
oal -
oginé Daerah Kabupaten dalam 1 4

2. Undang-Undang Nomor §
Tahun 19
(Lembaran Nega ; 74 tentang Pokok- .
Losnbasan Ne ggarr: Iézpugllfk Indonesia Tahuy 1§$§kN%0mkglr( sﬁe%ega;vaﬁan
diubah dengan Undangpililnlcll(anI n(;i])neSia Nomor 3041) sebagai,maillr;1 Zalzﬁ
Atas Undang-Undang NOmogr omor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Kepegawaian (L 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
X (Lembaran Negara Republik Indonesia Taﬁﬁn 1393 153111(1%1:

169, T
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-U
3 (Lemggranncli\?:g Nomor 20'Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
A gara Reput?llk Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ,

4, Un.dang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
an  Negara Republik Indonesia Nomor 4015)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

6. Peraturan Pemerintah
Negeri Sipil (Lembaran
194, Tambahan Lembar

i diubah dengan ;
;?)%zg?;ﬁgag tlialﬁba;lan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000

entang Formas egawal g i Sipi Republik

F i P i Negerl Slpll (Lembaran Negara publi
; dtO Csia ahunl ..-003 Nomor 1 t] g I' pUbllk
naon I 2 22 Tambahan Lembaran Negara Re

Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerinta N°£;‘?,;Z§ gzgﬁ
Pegawai Neger! sipil (L Negara Repu

2000 tentang Kenaikan Pangkat
Republik Indonesia Tahun 2000
blik Indonesia Nomor 4017)
tah Nomor 12 Tahun

Nomor 196, Tam A Peraturan Pemerin
sebagaimana telah diubah den}%ar;1 s o erintah Nomor 99 Tahun 2000
as Pera Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

2002 tentang perubahan awai ;
tentang Kenaikan l;oo%k?j;ﬁir 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2=

Indonesia Nomor 4193);
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8.  Peraturan Pemerintah
P egawai Negeri Sipi] Dql;laomm 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Indonesia Tahun 20 }\1 m Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 401801110r 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Pemerintah Nomor 13 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 TTahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Sipil Dalam Jabatan Sty kah} n 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
2002 Nomor 33, Tan bu tural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4194); » lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

9.  Peratur ;
Pellg::l:llat::f m}e;“m.a h™ Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
(Lembaran Ne,: arzn};ndaha.n dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
P— g. epUbllk Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
egara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. g:ﬁ:ﬁi& lPemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintaﬁ:E %I;t:r:h Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
iy vl I Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RePUblﬁk
1 la Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tenatng Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN :

fenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN

BELAJAR, TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN  PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

" Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo; _
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

1
2 : . .
: i dalah Bupati Sukoharjo;
ah, selanjutnya disebut Bupat.l a ;o .
431' I;:g:\fa?;eergeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri

ipil di Li merintah Kabupaten Sukoharjo;
5 glplll leI;lgI;gvi(:ingan ¥ iutnya disingkat CPNS adalah aloi
. Calon

eri Sipil yang selan) :
 Negeri 21;%1 di LiIr)lgkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
; gegawalK ij%: e selanjutnya disingkat SKPD adalah
. Satuan K€

Sat Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
atuan

Sukoharjo; i
7. Badan Kepegawal
Kepegawaian Daer

an Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan
ah Kabupaten Sukoharjo;
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8. Pangkat adalal,

k
Negeri Sipil dg ¢dudukan y

an :
am rangka; & menunjukk

an tingkat seseorang Pegawai

enggaji an gy¢ '
9 %qzi]g]ajzaé;] 1 S Pegawai dan digunakan sebagai dasar
" ah  Surat T
e 1. ¢ anda T )
dikeluarkan dengan saj, oleh scko?;?lmt Belajar dan/atau tanda lulus yang
aha

10. Ujian Kenaikan Pangk
bagi Pegawai Negeri §
penyesuaian {jazal;

11. Izin belajar ﬂdalah s h
Kepegawaian Daeraly l]Z(lcli)a:je,:h;,hs yang dibe.rikan oleh Pejabat Pembina
syarat untuk mengikut; pendi:i‘k e g ,Negerl Sipil yang telah memenuhi

12. Tugas Belajar adalah g ikan k.ejelyang yang lebih tinggi;
hubungan dengan tugas dga . kYang filbenkqn oleh Bupati kepada PNS dalam

tingkat yang lebih tin 'e%el?tmga" dlna§ untuk mengikuti pendidikan ke

Pemerintah may 8gl, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga

b pun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri d

iaya PNS yang bel'Sangkutan _ ar/atau Luar .egerl engan
tenaga ahli dan/atau terampj] yang t.lljuan untuk mencukupi kekurangan
mutu kecakapan PNS biita ﬁl . yang berpengetahuan luas dan {nempem‘nggl

Daerah nunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah

Silrlat the1 angan I?enggunaan Gelar adalah surat keterangan yang dikeluarkan

oleh Pe.J abat Pembina Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil;

14. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus
tempat’ perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari
Pemerintah;

15. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta
didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan
berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan/atau
media lain;

16. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah
yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

AU perguruan tinggi;
an Ijaz.ah adalah ujian yang dilaksanakan
menuhi salah satu syarat kenaikan pangkat

.at. Penyesua
1pil untuk me

13.

BAB II
IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR

Pasal 2

PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus
memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

PNS yang telah melaksanakan proses awal pembelajaran atau perkuliahan dapat

mengajukan permohonan izin belajar.
Pasal 4

i iberikan dengan ketentuan:
dimaksud dalam Pasal 2, di |
mgir;l ;udah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak

sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Izin belajar sebagai'
a. Pegawai Negerl

p engangkatal’ln y 6: i . : - - |
Satu tahun terakhl.l; . . . N |

c. tidak sedang menj_a}ar}} C herhentian sementara sebagai PNS;
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e. bidang pendidj
pokok dan fyp
f. pendidikan gj

kan yang diikyg;
831 jabatap pada

Selenggary

arus Mempunyai relevansi dengan tugas
telah terakreditq

kan olef, 1, Yang bersangkutan;

“axreditasi dap bukan Mbaga pendidikan negeri atau swasta yang

ﬁecgah Umversitas Terbuka: Merupakan pendidikan Jarak jauh atau kelas jauh,
g Xegiatan pendidikan qirop >

telenarer nil kk'm dllaksanakan di luar jam keri dan tidak nggu
h, biaya p d-ld-ka Sanaan tugag kedinagay, o Can tidak menggangg
1. biaya pendidikan iy, NG
NN ggung oleh p .
i. tidak berhak menuntyg kena{i:kan ]r:alnlg\ilé yang bmsangkutan;

at penyesuaian ijazah.

Pasal 5
PNS yang mengajuk
masing-masing kepad
dengan dilampir;

an izin belajar mep

. . .
a Bupati Sukoh gajukan permohonan melalui SKP

arjo c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

fotocopy DP3 2 (dua
daftar riwayat hidup;
surat keterangan sebaga mahasiswa dari lemb didikan;
jadual kuliah; embaga pendidikan,

surat keterangan sehat dari dokter;

surat keterangan keterkaitan antara

pekerjaan dan kebutuhap organisasi (Tupoksi) dari SKPD:;

h. surat keterangan yang menyatakan bahwa program yang diikuti telah
mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan dari lembaga

b

gQa o o0 C D

pendidikan yang ditempuh dengan tugas

pendidikan;

1. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat dari SKPD;

j- surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai
PNS dari SKPD.

Pasal 6

i i dang menempuh
1) PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS se g .
( )pendid}i,kargl }?ang lebih tinggi harus melaporkan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah untuk diberikan Surat Keterangan Belajar.

n Belajar dapat diberikan dengan keter}tuan: _
@ iurfi(iizrggﬁ?lidikanj yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas
. okok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersar_lgkutan; .
: didikan diselenggarakan oleh lembaga pendldlk'f\n. negeri atau swasta
" pzngltélah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau
yan i .
i i ersitas Terbuka; . .
1126125 g:lrlll };el:liicilcliaillilagrclili‘l,aksanakan di luar jam kerja dan tidak menganggu
& e dinasan;
ksanaan tugas kedinasan; . .
kglancarigilzi?ll(zn ditanggung oleh PNS yang bn?}sangl\utan,
¥ Z?glf rrrfanuntut kenaikan pangkat penyesualan 1jazah.
e.

keterangan belajar belajar melalui SKPD masing-masing
ete

(3) Pengajuan surat Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
u

ditujukan kepa'df:l -
s dilamplgti keputusan pangkat te_quhir dilegalisir;
% gotgzggz ISJUPB tahun terakhir dilegalisir;

. fo o .
¥ daftarkriwaya;;ﬁi‘;g;gai mahasiswa dari lembaga pendidikan;
d surat keteran
e. jadual kuliah;

f

i er;
anrat keterangan sehat dari dokt
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g. surat keterangan ket

tugas peker; .
Jaan (; antarg 158 .
h. surat keterangan"“;febutuhan organislztz??]l‘dlka;: yang ditempuh dengan
an ast (Tupoksi) dar '
mendapat pers etujug, & Menyatakgy, bahwa PO. Sl? dari SKPD;
pendidikan; +H menters Yyang mcmbi:hlr:l(-)gmnzj.(ﬁ]g ((]l"].“f“ flah
i. sur . . angl pendidikan dari lembaga
rat keterangap tidak seq :
~ atauberat darj SKPD. ang menjq|
J. surat keterangan ti ,
PNS dari SKpp

erkaitan

ani hukuman disiplin tingkat sedang

dak se
edang menialan:
8 menjalani pemberhentian sementara sebagai

Pasal 7

Izin Belajar dan Surgt .
ternyata pelaksanaan keléie;teal?:i?:i-];ilajar tidak berlaku apabila dikemudian hari
peraturan perundang-undangan et melanggar norma akademik berdasarkan

BAB 111
TUGAS BELAJAR

Pasal 8

(1) Tugas Belajar dilaksanakan melaluj pendidikan formal yang terdiri dari

pen.dldlkan akademik dan atau pendidikan profesional, dengan biaya sendiri
dari PNS yang bersangkutan.

(2) Penunjukan dan pemberian Tugas Belajar bagi PNS ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Tugas belajar diberikan dengan ketentuan :

a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
sebagai PNS;

b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir

sekurang-kurangnya bernilai baik;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

e. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang
dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi.;

f usia maksimum 30 tahun untuk program Diploma III (D3) dan Program
Strata 1 (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) dan 40 tahun untuk

1 (S3) atau setara,

g. gigg::rn; Sptfr:erlltdaicllike(m Zlidalam r{egeri. yang akan diikuti telah mendapat

persetujuan Menteri yang membidangl pendidikan.

e o

(2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi |

i berikut :
persyaratan sebagai berik tau Diploma III, telah menduduki pangkat l

: demi a
& Sarjarézhl\rflei%z’hlgl;a Pengatur Muda golongan ruang Il/a sekurang-
serendah-

kurangnya 1 (sat;)uta}]l)?gioma IV, telah menduduki pangkat serendah-
b. Sarﬁﬁi (Sllze;gatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-
ren ya . o
kurangnya 1 (Situ) t;tll:;’ster atau yang setara, telah menduduki pangkat |
c. DOktfg;hApoézhir;a Penata Muda golongan ruang Ill/a sekurang-
serendah-Ten

kurangnya 1 (satu) tahun; |
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d. Doktor (83), bily (g |

Muda golongan mangah menduduki

/a sekoyr angkat screndah-rendahnya Penata

ang-kurangnya 1 (satu) tahun. |

Pasal 10

PNS mengajukan perp, ohon

ditujukan kepada Bupatj g,
dengan dilampiri ;

a. surat keterangan diteri,

. surat keterangan sehat d

b

c. fotocopy DP3 2 (dua) tahun tepakhie 4

d. fotocopy SK pangkat dan i‘;l:Clakhu- dilegalisir;
o 4
g

an  tugas belaj

koharjo ¢q. ar melalui SKPD masing-masing

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

a sebagai Mahasisw

ari dokier: a dari lembaga pendidikan;

jadwal kligh; atan terakhir dilegalisir;

. surat keterangan keterk

pekerjaan dan kebutuha
h. surat keterangan yan

mendapat persetujuan

aitan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas
N organisasi (Tupoksi) dari SKPD;

g menyatakan bahwa program yang diikuti telah
menteri yang membidangi pendidikan dari lembaga

pendidikan;
i. surat keterangan tidak sedang menialan: b
me
berat dari SKPD; g menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
j.- surat keterangan tidak sedang menialani . :
PNS dari SKPD. g jalani pemberhentian sementara sebagai

Pasal 11

Tugas belajar dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati apabila :

a. PNS yang bersangkutan tewas atau meninggal dunia:

b. menurut hasil pemeriksaan dokter, dinyatakan kesehatan mental atau fisiknya

tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan;

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri;

mengajukan permohonan menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri;

terlibat kasus hukum dan mendapat hukuman pidana yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap dari pihak yang berwajib;

g. melakukan pemalsuan data yang diketahui setelah yang bersangkutan
melaksanakan pendidikan; .

h. tidak dapat menyelesaian pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan yang
disebabkan adanya unsur-unsur kesengajaan PNS yang bersangkutan.

thoe e

PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
Pasal 12

: ai Calon PNS sudah memiliki ijazah yang lebih

) P.NS {8 Iiadabsa‘: déi%gig?l::: t;iig terakreditasi dengan hak menggunakan gelar

tinggi d?rl em a% d:k digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai calon PNS,

asz(_iemlk, tetapl U kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, melalui

Wajlb’ meéiggg(igmpaf Calon PNS bekerja untuk diberikan surat keterangan dari
pimpinan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

i ian ijazah dapat mengajukan izin penggunaan gelar
() ENS yang lzlllus ;131 1;1301221513;‘3;‘11;5111311 kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
ersamaan deng
i lebih tinggi dari pada ijazah
1t sanokat yang setingkat atau '
ol id,?nglj[le(liallllarr?lzrzg}l(;;}ukin izin penggunaan gelar akademik
yang dimili
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(2) PNS yang lulus ujian

Penyesya; :
bersamaan deng yesuaj

an ijaza]
1 da ha .
Usulan kepg o engzluk

an pr
proses peng sl
an pangk

an izin penggunaan gelar

(3) PNS yang telah mem;); A penyesuaian ijazah.

ng t ki pe
yang dimiliki h ! pangk

. at i
IS mengajukey 1,1 o Clingkat

an izin Pengguna
Pasal 13

atau lebih tinggi dari pada ijazah
an gelar akademik

PNS mengajukan surat 1zin
; Penggunag
Badan Kepegawaian Daer aan gelar akadem: ;
T Kc"llzllah melalyj Kepala SKPD ;{10;15111111( kcpafla Blulpatn c.q. Kepala
a 0py Sure rangan Belgiar asing-masing dilampiri :
Belajar dilegalisir; gan Belajar atau Surat Izin Be]aia% atau %urat Tugas
p. fotocopy STTB atau j ‘
dilegalisir; “
c. surat keterangan uraian ty
£as yang ber
d. fotocopy surat keputusan PNS ey
b

azah d e 4 .
an daftm/tlaSk“P nilai dari lembaga pendidikan dan

gkutan dari Kepala SKPD;
pangkat terakhir dan SK. Jabatan terakhir.

{ BAB IV
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 14

Penyesuaian 1j azah bagl PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau

ijazah, diatur sebagai berikut:

a. Sek(?lal} Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya
menjadi Juru golongan ruang I/c apabila telah menduduki pangkat serendah- ‘
fell‘endahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu)
ahun;

b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara, Diploma I atau yang setara dapat
dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang Il/a, apabila telah
menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang- i
kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6
(enam) tahun;

c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I
golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya
Pengatur Muda golongan ruang [I/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; o

d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan. pangkatnya menjadi
Pengatur golongan ruang Il/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-
rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun;

i i tau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda
o SR bila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya

/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah
kurangnya 5 (lima) tahun;

golongan ruang Ill/a, apa
Pengatur golongan ruang II

iliki kerja sekurang- ) o
f gzzgrlk:;jf:ker JMagister atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi

. olongan ruang 1II/b, apabila telah menduduki pangkat |
5: I::ltgaﬁ/l :l;%:‘};?)%: alt’eInSta Mguda golongan ruang IIl/a sekurang-kurangnya 1 i
T - K

(satu) tahun; menjadi Penata golongan ruang III/c,

shai ngkatnya .
) Doit’?r (tsf)}’l (ﬁillic)itds&?:llclikl;?;lgpl?atgserendah-rendalmya Penata Muda Tingkat I
apabila tela

golongan ruang I1I/b sekurang-kurangnya ] (satu) tahun.
Pasal 15

" :mana dimaksud dalam Pasal 14 dapat
Kenai n jan ijazah sebagaiman
enaikan pangkat penyesualan

diberikan dengan ketentuan:
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c. memiliki surat jz .
sebagai Calon Plen; “lajar, kecuali yang ji
d. setiap unsur penijaia, J
(satu) tahun terakh;y-
e. memenuhi jum]g] :
fungsional ICI’lellll]l' eka kredi y
£ lulus ujian kenaik;m p
jabatan fungsional tepe
g. formasi pada SKpp
pangkat tersebut,

prest azahnya diperoleh sebelum diangkat
W Sekutang-kurangnya bemilai baik dalam |

ang dit .
§ ditentukan bagi yang menduduki jabatan

angkat pe
Nyesuaian i
ntu; Yesuaian ijazah kecuali bagi yang menduduki

empat yap Y
8 belsa“gku(an bekerja tersedia untuk kenaikan

BAB vV

UJIAN KEN
AIKAN PANGKAT PENYESUATAN 17AZAHL

Pasal 16

(1) Ujian kenaikan pangkat pep _— .
huruf f terdiri dari Penyesuaian jazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

a. Ujian Kenaij :
Si TP/SLTAII;ST; Pangkat penyesuaian Jjazah Tingkat I, yang memiliki ijazah

b. Ujian Kenaikan Pan
DII/DIII;

c. Ujian Kenaikan Pangkat
Strata I/ DIV;

d. Ujian Kenaikan Pangkat pen . _ o
yesuaian [jazah Tingk: h
Strata II dan Strata III. jazah Tingkat IV, yang memiliki ijaza

gkat penyesuaian [jazah Tingkat II, yang memiliki ijazah

penyesuaian [jazah Tingkat III, yang memiliki ijazah

(2) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau
lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;

c. memiliki surat izin belajar / surat keterangan belajar;

d. memiliki surat keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi yang
ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;

e. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau

keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh; o
f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

(3) Disamping persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi

i berikut: : .
gersti?itﬁ:;gsgii pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (10) bagi
: PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi golongan
ruang I/c; hnya Juru (Uc) bagi PNS yan
2 Kkat serendah-rendahnya Juru g yang
b. telahk mendulf:,l;ldi;iiiikan dengan ijazahnya menjadi golongan ruang V/a;
pangkatnya aKan Kat serendah-rendahnya Pengatur M'uda_ (II/a) bagi PNS
c. telah mendlzlczzl;; I;inai disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda
yang pangka .
Tingkat I golongan ruang II/b,end
d. telah menduduki pangkat S o
bagi PNS yang pangkatnya G

golongan ruang 1I/c;

ah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
an dengan ijazahnya menjadi Pengatur
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e. telah mendudyk;j
pangkatnya akan
ruang IIl/a;

f. telah menduduk; pangk
)]Tl]gk})ta;]gk?t11ya ak

ingkat I golongan ryano

g. telah mendudul%i l:);llllag;l](&mll;/cl:-;cnd

bagi PNS yang Pangkatnya gk
golongan ruang I11/c. (

Pangkat seren

. : dah
disesuaikap

“fendahnyy p,
engan ji nya Pengatyr (Il/c) bagi PNS yang

l)aze L0
Jazahnya menjadi penata Muda golongan

Nya Penata Muda (111/a) bagi PNS

an der tias
18an {jazahnya menjadi Penata Muda

ah-r
an disemg Y2 Penata Muda Tingkat 1 (111
aikan dengan ijazahnya menjadi Penata

Pasal 17

PNS yang telah mengikuti ujian kenaj nek ama kali tidak
fan naikan pangka penyesuaian ijazah p
lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikyt; utjia?lns el\saul'llan v " e
ekali lagi.

Pasal 18

PNS yang telah memiliki pangkat

a h tinoo! da .. R
tidak perlu mengikuti ujian kenaikay ng lebih tinggi dari pada ijazah yang dimiliki

N pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 19

1) Malt(?[nkujlan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terdiri dari ujian tertulis dan ujian
praktek.

(2) Ujian tertulis meliputi :
a. Pengetahuan umum, meliputi :
1) Pengetahuan aktual;
2) Pengetahuan populer;
3) Pengetahuan pemerintahan dan pembangunan.

b. Pengetahuan substansi, meliputi :
1) Pengetahuan perkantoran;
2) Pengetahuan kepegawaian;
3) Pengetahuan administrasi dan manajemen.

(3) Ujian Praktek meliputi:
a. Karya tulis; |
b. Wawancara.

Pasal 20

Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan

surat tanda lulus ujian penyesuaian ij azah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

mulai berlaku, maka:

Pada saat Peraturan Bupati ini o1 el{;m berlakunya Peraturan Bupati ini
ah diterbitkan seb

a. surat izin belajar yang t€
dinyatakan tetap berlaku; elar akademik yan

b. surat keterangan Pelllgggu;??gi dginyatakan tetap berlaku.
berlakunya Peraturan BUP

g telah diterbitkan sebelum
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BAB vy
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

_hal yang belum diatur dg
Hal-hal ) v dalam Perapyray p,,

pelaksanaamlyﬂ akan diatur dengan Syr pati ini sepanjang mengenai teknis

at Edaran,

Pasal 23

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetalmmya3 memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada taifgggl 3 Desember 2009

BUPATT JUKOHARJO,

piundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, }

s

-

fgn. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 236

W

BAMBANG RIYANTO
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